BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pengelolaan

kepegawaian yang berfokus | xompetensi, kualifikasi, serta Kinerja.
Sistem ini menuntut agar proses manajemen pegawai dilaksanakan secara adil dan

bebas dari diskriminasi. Dalam konteks ini, seorang PNS dituntut untuk memiliki



keahlian dan tingkat profesionalitas yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawab
yang akan diemban. Oleh karena itu, aspek kompetensi menjadi dasar utama dalam

proses perekrutan dan penempatan PNS.

Awal diberlakukan f i pada waktu diberlakukannya
morartorium pengada infan™§@swai Peraturan Bersama
Menteri Pg




Tabel 1.1. Total Belanja Pegawai pada 2016-2025 (Miliar Rupiah)
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

ANUARI 2016 S/D 2025
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Kabupaten Jombang : atan Kerja dalam pembuatan analisa
jabatan sudah memberikan gambaran jelas mengenai jumlah pegawai yang
dibutuhkan sesuai kelas jabatan masing masing berdasar kelas SKPD, secara



kelembagaan kelas SKPD terletak pada beban kerja, yang dikategorikan
menjadi tiga tipe: A (beban kerja besar), B (beban kerja sedang), dan C (beban
kerja kecil). SKPD tipe A memiliki lebih banyak tugas dan tanggung jawab

dibandingkan tipe B, sedangka memiliki beban kerja lebih banyak

daripada tipe C.

®bUtuhan pegawai sesuai

tipe masing-masing SKPD sekaligus besaran anggaran yang di kelola juga,
dimana jumlah belanja pegawai yang di lakukan tidak boleh melebihi 50%
sesuai Perda Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu belanja pegawai juga sudah semakin jelas spesifikasinya di
setiap jabatan yang di butuhkan di setiap SKPD dengan demikian pada

pengadaan belanja pegawaid emenuhi kualifikasi strata pendidikan

pegawai bukan berdasarkan

ang di sajikan bisa

yang harus dibaye ayandn dalam memproduksi

kekayaan.

Dalam menjalankan suatu perusahaan, pemimpin perusahaan wajib



untuk memberikan gaji kepada pegawai sebagai timbal balik atas pekerjaan
yang telah dilakukannya. Gaji merupakan hak mendasar bagi seluruh pegawai
dalam konteks penerimaan gaji setiap pegawai memiliki mekanisme

penerimaan masing-masing_pe idak selalu sama tergantung dengan

perjanjian yang te p.Dihak pemberi kerja. Sistem

penerimaag

apatkan gaji

e Golongan ngkat |
e Golongan Illc disebut dengan Penata

e Golongan Il1d disebut dengan Penata Tingkat |



Golongan 1V (Pembina)dibagi menjadi empat jenis pangkat dengan
sebutan 'Pembina’.

e Golongan IVa disebut dengan Pembina Muda

e Golongan Vb disebut dengan Pembina Muda Tingkat |

e Golongan 1Vc di




4. Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 — Rp5.399.900

Diluar gaji pokok, PNS juga mendapatkan tunjangan yang diterima
berdasarkan situasi tertentu setiap tahunnya. Tunjangan-tunjangan yang

didapat oleh PNS antara lain;



e Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai
Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang didasarkan pada pencapaian
prestasi serta hasil evaluasi jabatan setiap bulannya, dalam konteks

Pemda (Pemerintah Dag jangan ini lebih dikenal dengan sebutan

per orang

per bulan atdt™RE @ gsdar-acngan Peraturan Direktur

Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Nomor PER-3/PB/2015 yang mengubah Perdirjen
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Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam
Bentuk Natura dan Uang.

e Tunjangan umum

Tunjangan umum  diberik 9ada PNS yang tidak menerima tunjangan

jabatan, tunjang ional, ata gan yang disetarakan dengan

bervariasi, mulai

golongan IV.

Prosedur padd

3. Untuk mengetahui pengaruh Pelaporan Oleh Pegawai terhadap Kecacatan
Prosedur pada ASN di Kabupaten Jombang
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui alalyang terjadi dalam proses penghitungan




